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RINGKASAN HASIL AUDIT

Berdasarkan Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 109/[1/Tahun
2025, tentang Rencana Pengawasan Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan
Tahun 2025, Tim Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan telah melakukan
Pemeriksaan pada Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
(BAPPELITBANGDA) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2024 dan 2025
(keadaan s.d Juli), dengan sasaran Pengelolaan Keuangan Daerah.

Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan Daerah pada BAPPELITBANGDA
Provinsi Sulawesi Selatan dilaksanakan mulai tanggal 19 Agustus s.d 02 September
2025, berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor 800.1.11.1/8.1/1833/itprov,
tanggal 16 Agustus 2025 dan Surat Perinfah  Tugas Nomor
800.1.11.1/B.1/1967/ltprov, tanggal 25 Agustus 2025. Pemeriksaan dilaksanakan
untuk periode bulan Juni sampai dengan Desember Tahun Anggaran 2024 dan
bulan Januari sampai dengan Juli Tahun Anggaran 2025. Prosedur dan kendali mutu
audit_dilakukan dengan berpedoman pada Pedoman Kendali Mutu Inspektorat
Daeréﬁ Provinsi Sulawesi Selatan sesuai Keputusan Inspektur Nomor
188.2/036/A.1/ltprov., tanggal 03 Januari 2018.

Dari hasil pemeriksaan di atas dapat disimpulkan bahwa secara umum
kegiatan telah dilaksanakan, namun masih ditemukan beberapa kelemahan yang
perlu mendapat perbaikan dan penyempurnaan sebagai berikut :

1. Target PAD TA 2025 yang Bersumber Dari Pemanfaatan BMD yang Telah
dialihkan Status Penggunaannya ke BKAD Provinsi.

2. Pertanggungjawaban Belanja Belum didukung Dengan Bukti Lengkap.

3. Perbedaan Antara Uraian BKU Dengan Bukti Pendukung Laporan
Pertanggungjawaban.
4. Pegawai Non ASN yang Menjadi Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja
(P3K) pada Bappelitbangda Sering Tidak Masuk Kerja Tanpa Alasan yang Sah.
5. 1 (satu) Unit Kendaraan Dinas Roda Empat Menunggak Pajak Kendaraan
Bermotor senilai Rp1.926.877,00.

8. Pengelolaan Barang Persediaan Belum Sepenuhnya Dilakukan Secara Tertib.

7. Pengalihan Status Pengguna BMD Tanah dan Bangunan Ex. Stasiun Litbang
KUPA Ke BKAD Tidak Diikuti Pengalihan Status Pengguna atau Penghapusan
BMD yang Melekat.
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A. INFORMASI UMUM
1. Dasar Pelaksanaan Pemeriksaan

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang
Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah Tahun 2025;

Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 109/ll/Tahun 2025,
tentang Rencana Pengawasan Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi
Selatan Tahun 2025;

Surat Perintah Tugas Inspektur Provinsi Sulawesi Selatan Nomor
800.1.11.1/B.1/1833/ltprov, tanggal 16 Agustus 2025 dan Nomor
800.1.11.1/B.1/1967/ITPROV, tanggal 25 Agustus 2025 dalam rangka
pemeriksaan pengelolaan keuangan daerah pada BAPPELITBANGDA
Provinsi Sulawesi Selatan periode pemeriksaan Tahun Anggaran
2024/2025;

Surat Perintah Tugas Inspektur Provinsi Sulawesi Selatan Nomor
800.1.11.1/B.1/2099/ITPROV dan 800.1.11.1/B.1/2100/iTPROV, tanggal
01 September 2025 dalam rangka Pemeriksaan/Uji Petik Program dan
Kegiatan pada BAPPELITBANGDA Provinsi Sulawesi Selatan

2. Susunan Tim Pemeriksaan

%
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Marwan Mansyur, S.H., M.H. . Penanggungjawab

Hj. Andi Rahmania, S.E., M.Si. : W. Penanggungjawab
ir. Muhammad Hasri, M.Si. : Pengendali Mutu
Misbahuddin, S.E., M.Ak., CFrA. : Pengendali Teknis
Asruddin Noer, S.E., Ak., M.Ak. : Ketua Tim

Drs. Wahyudi » Anggota Tim

Bachtiar, S.Pi., M.M. - Anggota Tim

Hj. Andi Mutia Justicia IC, S.E., M.Si. : Anggota Tim
Dharmayanti, S.Kom, M.M. : Anggota Tim

Wahyu Rismawan H.A., S.Pi. - Anggota Tim

3. Tujuan dan Sasaran Pemeriksaan
Adapun tujuan audit/pemeriksaan ini adalah :

a. Mengetahui sejauh mana capaian kebijakan dalam pengelolaan

pemerintahan sesuai kewenangan yang telah direncanakan dan
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dilaksanakan dengan menerapkan azas ekonomis, efektif dan efisien
sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

b. Mengetahui sejauh mana capaian kegiatan yang telah direncanakan dan
dilaksanakan secara optimal, dalam mendukung pelaksanaan tugas
pokok dan fungsi secara efektif dan efisien berdasarkan peraturan

perundang-undangan yang berlaku.

c. Memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah
dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara
efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan
kepemerintahan yang baik.

d. Memberikan saran dan rekomendasi atas kelemahan/kekurangan dalam
pelaksanaan kebijakan pengelolaan pemerintahan;

Adapun sasaran pemeriksaan ini adalah pemeriksaan pengelolaan keuangan
daerah pada BAPPELITBANGDA Provinsi Sulawesi Selatan Tahun
Anggaran 2024 (Juni s.d Desember) dan 2025 (Januari s.d Juli).

. Ruang Lingkup Pemeriksaan

Ruang lingkup audit/pemeriksaan keuangan dan aset meliputi aspek-aspek
kebijakan pengawasan yaitu:

1) Perencanaan dan Penganggaran;

2} Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah;

3) Hibah dan Bantuan Sosial;

4) Pertanggungjawaban belanja barang / jasa dan perjalanan dinas;

5) Pertanggungjawaban belanja modal.

6) Perencanaan pengadaan dan pemeliharaan;

7) Penatausahaan Aset secara umum.

Pemeriksaan untuk periode TA. 2024 terbatas pada objek-objek yang belum
diperiksa oleh Tim Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), sebagaimana surat
permintaan dokumen nomor 09/INT/-LKPD24/Prov-SulSel/02/2025, tgl. 25
Februari 2025 perihal Permintaan Dokumen Perjalanan Dinas dan
Permintaan SPj Makan Minum, SPj Natura bulan Januari s.d Desember

2024.

. Metodologi Pemeriksaan

Audit/pemeriksaan dilakukan dengan menggunakan metode:

1) Pengumpulan data melalui pemeriksaan dokumen, pemeriksaan fisik dan
wawancara.

2) Analisis data melalui analisis prosedur, pengujian data, analisis hasil,
survei dan analisis kuantitatif maupun komparatif.




Pendekatan dan metode audit/pemeriksaan yang dilakukan memungkinkan
untuk  merumuskan permasalahan substansial yang ditemui dalam
pemeriksaan. Setiap permasalahan substansial dikomunikasikan kepada
Pejabat terkait. Pendekatan ini akan memberikan rekomendasi konstruktif

terhadap setiap permasalahan yang ditemukan.

A%

6. Kesesuaian Pelaksanaan Pemeriksaan Dengan Standar Audit

Pemeriksaan pada BAPPELITBANGDA Provinsi Sulawesi Selatan . TA.
2024/2025 dilakukan sesuai kriteria atau ukuran mutu minimal uniuk
melakukan kegiatan audit yang wajib dipedomani (Standar Audif) oleh Aparat
Pengawasan [ntern Pemerintah (APIP) sesuai Keputusan Dewan Pengurus
Nasional AAIPI Nomor PERP-01/AAIPI/DPN/2021 tentang Standar Audit

Intern Pemerintah Indonesia (SAIPI).

7. Kriteriz Yang Digunakan

Kriteria pemeriksaan adalah standar, ukuran, harapan, dan praktik terbaik

yang seharusnya dilakukan atau dihasilkan oleh entitas yang diaudit. Dalam

melaksanakan audit/pemeriksaan ini digunakan kriteria sebagai berikut:

a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi,
Dan Nepotisme, dan peraturan pelaksanaannya;

b. UU Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara dan peraturan
pelaksanaannya;

c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan, dan peraturan pelaksanaannya;

d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2016 tentang Pemerintahan Daerah
dan peraturan pelaksanaannys,

e. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah, terkahir dirubah melalui Peraturan Presiden
Nomor 46 Tahun 2025;

f Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah;

g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 teniang
Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;

i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016
tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;

iu

L]




j. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah terkait pengadaan barang/jasa;

k. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan
Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

I. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan

Daerah;

m. Peraturan Gubernur Sulawesi Seiatan Nomor 11 Tahun 2022 tentang
Peraturan Pelaksanaan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi
Selatan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

8. Keterbatasan Dalam Pelaksanaan Pemeriksaan

Pelaksanaan audit/pemeriksaan ini telah diupayakan sesuai dengan
Pedoman Kendali Mutu yang bertaku di lingkungan Inspektorat Daerah
Provinsi Sulawesi Selatan dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan
Aparatur Negara dan RB Ngmor 10 Tahun 2016 tentang Standar Audit Aparat
Pengawasan Intern Pemerintah serta dilakukan sesuai langkah kerja yang
direncanakan dalam Program Kerja Audit (PKA), namun dalam
pelaksanaannya diperoleh hambatan-hambatan teknis yakni;
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a. Belum optimalnya pelaksanaan pemeriksaan pendahuluan.
b. Waktu pelaksanaan audit/pemeriksaan relatif singkat.

B. INFORMASI UMUM MENGENAI AUDITI
1. Organisasi dan Manajemen Auditi
a. Organisasi Perangkat Daerah (OPD)

Nama : Badan Perencanaan, Penelitian dan
' Pengembangan Daerah Prov. SulSel

Alamat :JI. Urip Sumoharjo Makassar
No. Telp/Fax : 0411- 453489

b. Kepala Perangkat Daerah/Pengguna Anggaran
Nama . Drs. Muh. Saleh, M.Si
NIP :
Pangkat, Gol./Ruang : Pembina Utama Muda
Jabatan : PIt. Kepala Badan b
No./Tanggal SKPA  : T1091/VIINTAHUN 2025, tgl. 01 Agustus 2025

i
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Nama

NIP

Pangkat, Gol./Ruang
Jabatan

No./Tanggal SK PA

Nama

NIP

Pangkat, Gol./Ruang
No./Tanggal SK

Nama

NIP

Pangkat, Gol./Ruang
No./Tanggal SK

Nama

NIP

Pangkat, Gol./Ruang
No./Tanggal SK

Nama

NIP

Pangkat, Gol./Ruang
No./Tanggal SK

Nama

NIP

Pangkat, Gol./Ruang
No./Tanggal SK

Nama

NIP

Pangkat, Gol./Ruang
No./Tanggal SK

Nama

NiP

Pangkat, Gol./Ruang
No./Tanggal SK

. Bendahara Penerima

Nama

NIP

Pangkat, Gol./Ruang
No./Tanggal SK

. Bendahara Pengeluaran

Setiawan Aswac!, M.Dev.Plg

i~ - -— - —_

Pembina Utama Muda
Kepala Badan (s.d Juli 2025)
2/IITAHUN 2025, igl. 2 Januari 2025

. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

Dr. Andy, M.Si

Pembina Tk. IV b
188.4/08.1/BAPPELITBANGDA

tgl. 2 Januari 2024
Ukrima Rijal, S.T., M.M

Pembina/lV a
188.4/08.1/BAPPELITBANGDA
tgl. 2 Januari 2024

Erlan Triska, S.IP., M.Adm.KP

Pembina/lV a
188.4/08.1/BAPPELITBANGDA

tgl. 2 Januari 2024
Inyo, S.T., M.Eng

Pembina Utama Muda/lV ¢
188.4/08.1/BAPPELITBANGDA
tgl. 2 Januari 2024

Ishak Amin Rusly, S.T., M.T

Pembina Tk. I/IV b
188.4/08.1/BAPPELITBANGDA
tgl. 2 Januari 2024

Ristati Rahayu, Ap., M.Si

Pembina Tk. VIV b
188.4/08.1/BAPPELITBANGDA
tgl. 2 Januari 2024
Dewi Kartika Maharani, S.7r.IP

Penata Muda /Il a ,
2//TAHUN 2025, tgl. 2 Januari 2025

Hartawan Hasan, SE

Penata Tk. liid
2HTAHUN 2025, tgl. 2 Januari 2025



m)

ET

i

4,

Status dan Tindak Lanjut Temuan yang Lalu

Status tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan, sebagai berikut:
- Kategori
g % . Tindak
2 E | g Lanjut Pemvet S

s 15 5 o : enyetoran isa

E|E e | & 2 @ }éﬁ:r)u(géar; Kerugian | Kewajiban

2 |a S |3¢ (58 |¢ P | NID(Rp) | Setor (Rp)
2 |8 | 2|35 |8
= a8

1 |2022] & 7 7100 - - -

2 12023 5 6 4 2 0 - - -

3 120241 13 16 12| 4 - - -

Informasi Lainnya
a. Dasar Pembentukan OPD, berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi

Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah. dan Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan
Nomor 7 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas

dan Fungsi, Serta Tata Kerja Bappelitbangda Provinsi Sulawesi Selatan;

b. Pada pemeriksaan ini dilakukan pemeriksaan fisik terhadap out put
kegiatan pengadaan barang serta pemeriksaan lapangan terhadap

kegiatan-kegiatan non fisik untuk menjadi sampel yang disesuaikan

dengan ketersediaan waktu dan sumber daya.
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PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
INSPEKTORAT DAERAH

Jalan Andi Pangerang Pettarani Nomor 100, Makassar 80222

SURAT PERINTAH TUGAS -~

Nomeor: 800.1.11.1//B.1/2100/ITPROV

Berdasarkan 1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2025 tentang

Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Tahun 2025

3. Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 109/0/Tahun 2025 tanggal 5 Februari
2025 tentang Rencana Pengawasan Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan

Tahun 2025.
MENUGASKAN:
No. Nama/NIP/Pangkat/Gol Jabatan Peran
- |~Hi: ANDI RAHMANIA, SE., M.Sl. . Wakil Penanggung
1 Dembma Tk. I, ivb Irbanwir 1 Jawab
ASRUDDIN NOER, SE.Akt., M.Ak : .
2 - 2 Pembana TRl / IV b Auditor Madya Ketua Tim
BACHT!AR, S.PL, MM, .
3 I Pembina/IV.a PPUPD Madya Anggota Tim
HJ ANDI MUTIA JUSTICIA IC,SE.,MSi. : ;
4 N 3 IPembma /IV.a Auditor Muda Anggota Tim
DHARMAYANTI S.Kom, MM. i
) 5 Bt " I'Penata Tk 1/ lll.d PPUPD Muda Anggota Tim
Untuk : 1. Melakukan Pemeriksaan Cek Fisik/Uji Petik Program dan Kegiatan pada Badan

Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan di
Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Barru, Wajo dan Kota Parepare;
2. Merupakan lanjutan dari Surat Perintah Tugas Nomor 800.1.11.1/B.1/1833/TTPROV

tanggal 16 Agustus 2025.
3. Surat Perintah ini berlaku 5 (lima) hari mulai tanggal 08 s.d 12 September 2025, dan

hasiinya dilaporkan pada kesempatan pertama.
4. Biaya yang dipergnnakan dalam pelaksanaan Surat Perintah ini, dibebankan pada DPA
_ OPD Inspektorat Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2025 melalui Sub Kegiatan
. Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah (6.01.021.01.02-5.1.02.04.01.0003 - UKP)

5. Jenis Transportasi yang digunakan: Anglutan Darat.
\”Personil/.lfemeﬂksa dilarang menerima pemberian dalam bentuk apapun baik longsung atau tidak
langsting yangvgidjz_tga atau patut diduga dapat mempengaruhi pelaksanaan tugas dan wewenangnya®
Demilkian Surat Periniah Tugas ini untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Dikeluarkan di: Makassar
Pada Tanggal : 01 September 2025

INSPEKTLIR.

Pemerintah Provinsi

Sulawesi Selatan

% Dokumen ini ditandatangani secara digital

MARWAN MANSYUR, S.H, M.H.
Pangkat : Pembina Utama Muda/ IV.c
NIP | Gl T

Tembusan: Kepada Yth.
1. Gubernur Sulawesi Selatan (sebagai laporan) di-Makassar;

2. Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan (sebagai laporan) di Makassar;
3. Pertinggal

SR SR s
.



BAB lli PENUTUP

Demikian Laporan Hasil Pemeriksaan pada Badan Perencanaan, Penelitian
dan Pengembangan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2024 dan
2025, disampaikan untuk mendapatkan tindak lanjut sebagaimana mestinya.

WAKIL FREI\E&GUNG JAWAB PENGfNTALI MUTU
| L

In

L3

Hi. ANDI RAHMANIA S.E., M.Si Ir. MUHAMMAD HASRI, M.Si.
Pangkat : Pemfjina Tk. i Pangkat : Pembina Utama
NIP. * NiP.

-
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PEMERINTAH PROVINSI SULAWES! SELATAN
INSPEKTORAT DAERAH

Jalan Andi Pangerang Pettarani Nomor 100, Makassar 90222

SURAT PERINTAH TUGAS
Nomor: 800.1.11.1//B.1/ 1833/ITPROV

Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

2, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republilk Indonesia Nomor 2 Tahun 2025 tentang
. Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
* Tahun 2025

3. Keputusan Gubemnur Sulawesi Selatan Nomor 109/1I/Tahun 2025 tanggal 5 Februari
2025 tentang RSencana Pengawasan Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan

Berdasarkan : 1.

3

Tahun 2025.
MENUGASKAN:
No. Nama/NIP/Pangkat/Gol Jabatan Peran
1 | MARWAN MANSYUR, 381?»;, nr?trilﬁa Utama Muda, IV.c inspektur Daerah Penanggung Jawab
- | HI. ANDIRAHMANIA, SE., M.S. Itbanwil Wakil Penanggung
__/Pembina Tk. ], IV.b Jawab
3 !.r A — M'Si_ { Pembina Utama, [V.e Auditor Utama Pengendall Mulu
4 MISBAHU?EIN, s’?j'.".ﬂﬁ(é'r:: %f;gml' Vb Auditor Madya Pengendali Teknis
5 | A R, Rembina Tl / Vb Pudtortiaye Kelua Tim
6 ?S'zgg?g%go_z 1002 / Pembina Tk I IV b PPUPD Madya Anggota Tim
7 | e | errbing 1 V. PPUPD Madya Anggota Tim
HJ'ANDI Muﬁlﬁ JUSTIC%L%[S)E_"‘“;'?\:a Auditor Muda Anggota Tim
g | DHARMAYANTI, 5-“}’?’;-':,%[“:]&3 T id PPUPD Muda Anggota Tim
o | amaia Tk /L PPUPDPerlama | AnggotaTim
. Untuk : 1. Melakukan Pemeriksaan/Audit dalam rangka Pengawasan Keuangan Daerah terhadap
‘é‘ Perangkat Daersh Tehun Anggaran 2024 dan 2025 pada Badan Perencanaan Penelitian

dan Pengembangan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.
‘- 2. Surat Perintah ini berlaku 8 {delapan) hari kerja mulai tanggal 19 s.d 28 Agustus
2025 dan hasilnya dilaporkan pada kesempatan pertama.
3. Biaya yang dipergunakan dalam pelaksanaan Surat Perintah ini, dibebankan pada DPA
OPD Inspektorat Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2025 melalui Sub Kegiatan
Pengawasan Kenangan Pemerintah Daerah (6.01.021.01.02-5.1.02.04.01.0003 — UKP)

4. Jenis Transportasi yang digunakan: Angkutan Darat.

“Persanil/Pemeriksa dilarang menerima pemberian dalam bentuk apapun baik langsung atau tidak
langsung yang diduga atau patut diduga dapat mempengaruhi pelaksanaan tugas dan wewenangnya®

Demikian Surat Perintah Tugas ini untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Dikeluarkan di : Makassar
Pada Tanggal : 16 Agustus 2025

INSPEKTUR,

Permerintah Provinsl

Sulawesi Selatan

SR
w Dokumen ini ditandatangani secara digital
MARWAN MANSYUR, S.H, M.H.

Tembusan: Kepada Yth.
1. Gubernur Sulawesi Selatan (sebagai laporan) di Makassar;
2. Sekretaris Dacrah Provinsi Sulawesi Sclatan (sebagai laporan} di Makassar.

i il Catatan :
2+ UUITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan.alat bukti yang sah.’



PEMERINTAH PROVINS! SULAWESI SELATAN
INSPEKTORAT DAERAH

Jalan Andi Pangerang Pettarani Nomor 100, Makassar 90222

SURAT PERINTAH TUGAS
Nomor: 800.1,11.1//B.1/1967 /ITPROV

. Berdasarkan : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan

. Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2025 tentang

; Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

* Tahun 2025

3. Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 109/1I/Tahun 2025 tanggal 5 Februari
2025 tentang RSencana Pengawasan Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan

Tahun 2025.
MENUGASKAN:
No. Nama/NIP/Pangkat/Gol Jabatan Peran
1 MARWAN_]‘{'{\E\I .S,Y,U R-:S Igérrrftl;rlna Utama Muda, IV.c Inspeldur Daerah Penanggung Jawab
5 | Hi- ANDI RAHMANIA, SE., M.Si. Irbanwil Wakil Penanggung
Pembina Tk. |, IV.b Jawab
3 | Ir. MUH. HASRI, M.Si . Pembina Ulama. IV.e Auditor Utama Pengendali Mutu
4 | MISBAHUDDIN, SE'Tﬁ:I’(e'ngafrTiT VD Auditor Madya Pengendall Teknis
5 | e e bortne TR/ b Puclorifass Kelua Tim
¢ [ Drs. W@YUDl ' Pembina Tk I IV PPUPD Madya Anggota Tim
7 | BACHTIAR, S.Pi., MM. / Permbina / 1V, PPUPD Madya Anggota Tim
o [FTRTRTA TS wotortss | et
g | DHARMAYANTI, S-KOH;-PI\:nMéta - PPUPD Muda Anggota Tim
10 | WARYU RISM{\WT .”;i'nﬁiii%k.: /1.d PPUPD Pertama Anggota Tim
Untuk 1 1. Melakukan Pemeriksaan/Audit lanjutan dari Surat Perintah Tugas Nomor

800.1.11.1/B.1/1833/ITPROV tanggal 16 Agustus 2025, dalam rangka Pengawasan
Keuangan Daerah terhadap Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2024 dan 2025 pada
Badan Perencanaan Peneliian dan Pengembangan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.

2. Surat Perintah ini berlaku 3 {tiga) hari kerja mulai tanggal 29 Agustns s.d 02
September 2025 dan hasilnya dilaporkan pada kesempatan pertama.

3. Biaya yang dipergunakan dalam pelaksanaan Surat Perintah ini, dibebankan pada DPA
OPD Inspektorat Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2025 melalui Sub Kegiatan
Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah (6.01.021.01.02-5.1.02.04,01.0003 — UKP)

4. Jenis Transportasi yang digunakan: Anglutan Darat.

PPersonil/Pemeriksa dilarang menerima pemberian dalam bentuk apapun haik langsung atau tidak
langsung yang diduga atau patut diduga dapat mempengaruhi pelaksanaan tugas dan wewenangnya”

Demikian Surat Perintah Tugas ini untuk dilfaksanakan dengan penuh tangpung jawab.

Dikeluarkan di : Makassar
Pada Tanggal : 25 Agustus 2025

INSPEKTUR,

canh

Pemerintah Provinsi

Sulawesi Selatan

MARWAN MANSYUR, 3.2, M.X.
Pangkat : Pembina Utama Muda/ IV.c

Tembusan: Kepada Yth.
1. Gubernur Sulawesi Selatan (sebagai laporan) di Makassar;
2. Sckretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan (sebagai laporan) di Makassar.

ER® Catatan :
% UUITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 'Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.'




PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
INSPEKTORAT DAERAH

Jalan Andi Pangerang Pettarani Nomor 100, Makassar 80222

SURAT PERINTAH TUGAS
Nomor: 800.1.11.1//B.1/2099/ITPROV

Berdasarkan 1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan
% Penyelenggaraan Pemerintahan Daeralt;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2025 tentang
Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggarasn Pemerintahan Daerah
= Tahun 2025

3. Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomeor 109/I/Tahun 2025 tanggal 5 Februari
2025 tentang Rencana Pengawasan Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan
Tahun 2025.
MENUGASKAN:
No. Nama/NIP/Pangkat/Gol Jabatan _ Peran
L S pembin Uama, v Audfor Yama | Pengendali
R i S e
3 | Ors. WARYUDI  Pembina Tk I/ IV b PPUPD Madya Anggota Tim
| 4 WAi’Y” RISMAWAN, HLA S P i PPUPD Pertama Anggota Tir
|
i Untuk : 1. Melakukan Pemeriksaan Cek Fisik/Uji Petik Program dan Kegiatan pada Badan
i

Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan di
Kahupaten Takalar, Jeneponto, Bantaeng dan Bulukumba;

2, Merupakan lanjutan dari Surat Perintah Tugas Nomor 800.1.11.1/B.1/1833/ITPROV
tanggal 16 Agustus 2025,

3. Surat Perintah ini berlaku 5 (lima) hari kerja mulai tanggal 08 s.d 12 September
2025, dan hasilnya dilaporkan pada kesempatan pertama.

4. Biaya yang dipergunakan dalam pelaksanaan Surat Perintah ini, dibebankan pada DPA
OPD Inspektorat Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2025 melalui Sub Kegiatan
Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah (6.01.021.01.02-5.1.02.04.01.0003 — UKP)

5. Jenis Transportasi yang digunakan: Anglkutan Darat.

"Personil/Pemeriksa dilarang menerima pemberian dalam bentuk apapun baik langsung atau tidak
langsung yang diduga atau patut diduga dapat mempengaruhi pelaksanaan tugas dan wewenangnya®

Demikian Surat Perintah Tugas ini untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

oy

Dikeluarkan di: Makassar
Pada Tanggal : 01 September 2025

INSPEKTUR.

Pemerintah Provinsi

Sulawesi Selatan

Dokumen inf ditandatangari secara digital

MARWAN MANSYUR, S.H, M.H.
Pangkat : Pembina Utama Muda/ IV.c
NIP : (e

Tembusan: Kepada Yth.

1. Gubernur Sulawesi Selatan (sebagai laporan) di Makassar;

2. Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan (sebagai laporan) di Makassar;
3. Pertinggal

] ¥ Catatan:

v LJU ITE Nq. ‘11 rra-ihr.’m 2008 Pasal 5 ayat 1 'Informast Elektronik dan/atau.hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.'




